<
LN

o

W’EWENANG KEAMANAN DIUSULKAN DILIMPAHKAN

KEPADA GUBERNUR

SR R Oleh Sahii Krlmmalogx
:_(D;ambll dﬂl‘l Nota Dmas Nopol : B/ND-lQ!IWZDOlISahh

Tgl. 11 April 2001)

1. “Sehubungan dengan judul 'tersebut
diatas, bersama ini dilaporkan hasil kajiani -
terhadap pelaksanaan konstitusi khususnya

Lyang meﬂyangkut peran TNI dan Pc]n,‘.'.

: 'sebaga1 berikut™

o .Peraturan perundangan dan“

ketenzuan yang ada:

1) Perubahan kedua UUD 1945
Bab XI] Pertahanan dan Kearnanan past 30
d:sebutkars :

“7a). Ayat (3) bahwa Tentara
Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

sebagai * ‘zlat negara  bertugas
mempertahankan, melindungi dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan
negara.

b Ayat {4) bahwa Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai alat
negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat serta
menegakkan hulaum.

2} Ketetapan MPR RI Nomor : V/
MPR/2000 tentang Pemantapan persatian
dan kesatuan nasional, khususnya bab VH
Arah Kebijakan point 11 menyebutkan :
Mengefektifkan TNI sebagai alat negara
yang berperan dalam bidang keamanan,
serta mengembeangkan jati diri TNI dan
Polri sebagai bagian dari rakyat.

'3). Ketetapan MPR Ri Nomor :
VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI
Polri, khususnya pasal 2 disebutkan :

a). Ayat {1} Tentara Nasional
Indonesiz adalah alat negara yang berperan
dalam pertahanan negara.
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b) Ayat (2) chohslan Negara g N
Re_pubhl_c Indonesia adalah alat negara yang:© -
berperan dalam memelihara keamanan.

. c). Ayat(3)dalam hal terdapat; .

keterkaitan kegiatan pertahanan dan -
kegiatan keagamaan, Tentara Nasional In-
donesia dan Kepolisian Negara Republik:
Indonesia harus bekelga ‘sama’ dan sa]mg Y
membantu. - 4
4). Ketetapan MPR RI Nomor :
VIE/MPR]2000 tentang Peran TNI dan
Polri: -
a). Khususnya Bab I pasal 2

perant TN, disebutkan antara lain : :

- Ayat (1) Tentara
Nasional Indonesia merupakan alat negara
yang berperan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Ayat  (2) Tentara -
Nasional Indonesiz, sebagai alat pertahanan
negara, bertugas pokok menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan -
Undang-Undang Dasar 1945, serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan keutzhan bangsa dan negara.

b). Khususnya Bab H pasal 6

peran Polri. Disebutkan :

- Avat (1) Kepolisian
Negara Republik Indonesia merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan
pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.




. S Ayat @)
menjalankan perannya,

keahiian dan ketrampilan
profesional. - e o
¢). Khususnya Bab I pasal 4

Tugas bantuan TNI kepade Kepolisian: n

Negara Republik Indonesia dalam rangka

tugaskeamanan ates permintaan yang dlatur '

dalam undang-undang. .

+5).. Pasal 7 (I) Undang Undang

'__Ne 22 tahi_n 1999, =
-“Kewenangan
mencakup. kewenangan dalam seluruh

bidang pemerintahan, kecuali kewenangarn .
dalam bidang pelitik luar-megeri,«

pertahanan keamanan, peradilan,
moneter, dan Tiskal,
kewenangan bdang lain:.

Pasal 43 Undang‘Undang NG :

22 tahun 1999 tentang Pemerintzhan
Daerah

Kepa{a Daerah mempunyai kewajiban :
a). :Mempertahankan dan memelibara
ketertiban Negara Kesatuan Republik In-
donesia scbagaimana citg-cite proklamasi
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945,
b). Memegang teguh Pancasila dan UUD
1945, :
c). Menghormati kedaulatan negara. -
d). Menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan.

g). Meningkatkan taraf kesejahteraan
rakyat. .

b. Pernyataan Wapres di depan
silaturzhmi nasional KINPI tanggal 9 April
2001, bahwa+

“Kiiajuga beriekad nienata ulang konsepm
ketahanan dan keamanan seria mengatur
kembali kedudukan dan peran aparatur
Pertalanan serta keamanan kita”™

‘Dalam -
Kepolisian . =0 -
Republik Indonesia wajib memiliki -
-secara

_da_er_ah- 3

agama, serta
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‘c. -Pernyataan Presiden yang di}ans_'ir 61_:3:%1
_Gubernur Jabar R. Nuriana, sebagai berikut:

“Presiden Abdurrahman Wahid menyadari

pkater_]adi sesuatu di daerah, kepada siapa

pemerintah pusat harus berkoordinasi

- karena selama ini pemerintah daerah tidak

mendapatkan kewenangan di bidang
kearnanan™.

" 4. Pendapat Nuriana; seyogyanyasétiap

gubernur bertanggung jawab terhaéap_
masalah keamanan di wilayahnya terutama .
daiam kerangka menjaga kesatuan NKR ",_ _
“Kewenangan keamanan bagi pﬂmcia,
berlaku jika terjadi pemberomakan azau
makar, karena telah menyarigklzt_._lmvkup
nasional bukan kewenangan dzergh™

2. a. Dari aspek stratifikast un'da_i_r;g—
undang, jelas apz yang dicetuskan oleh
Presiden, Wapres dan Gubernur Jabar
masih  merupakan wacana kdi’énl.
bertentangan dengen TAP MPR, namun
permasalahan ini akan menjadi masukan
bagi perbaikan TAP MPR No. VI dan VI,
jika jauh-jauk hari tidek dicounter atau
diarahkan sesuai yang Polri inginkan.

b. Berdasarkan pasal 43 (a) dan (f}
undang-undang No. 22/1999 tanggung
jawab gubernur dalam bidang keamanan
dan keteriiban sebenarnya sukup luas,
karena gubemnur mempunyai kewajiban
mempertahankan  dan  memelihara
ketertiban negara, tetapi menolak jika
menghadapi pemberontakan atau makar
yang justru merengrong keutuhan negara :
ada kesan hindari tanggung jawab yang
beresiko tinggi.

¢. Dalam pasal 43 a, kepala daerah
memiliki kewajiban menegakkan- sefuruh
peraturan perundang-undangan, mengapa
tidak menuntut agar sekaligus diberi
wewenang menvidik semua pelanggaran
undang-undang tersebut,



d Dan aspelc Kodal dan Koordmas:

perkembang:annya, dan
.- Akhimya :esd\o }.\etldak berha—

- s:Ian aparat di lapangan vaag dicaci mal».i @

: qelalu pimpinan Polri bukan remda.

. Saat ‘sekarang saja Poln._ e
: dlanggap lamban, bagaimana jika harus

-meIalm gubernur lebih dahuolu ?
~FKalan Polri:selama ini.dianggap

: lamban, teliti sebabasebabnyadanpcrbaﬂn '
kalauPoln!emah yadﬁmaﬂ\an,kalaubunlk. :
ya perbaxiu bukan merubah : s1stezx_1 dan .

'tata.naﬁ yang telah ada dan baik .

“f o Menghadapi Lemg.nzm _?reéiden;’-' i

Wapres dan para Gubernur (APPST) periu
ditanggapi dengan kepala dingin diikuti
perbatkan kinerja dan mentalitas pelaksana

di lapangan serta peningkatan koordinasi.

dengan para gubernur. Juga sistem
informasi Polri vang terbuka dan mengkait
dengan instansi samping dan Kkeatas,
sehingga kesan kesulitan jnformasi dan
Koordinasi dapat dieliminir.

g Aspekkesejahteraan yang menjadi
tugas pokok Gubernur saja belum berss,
tetapi man mengmterven51 tugas instansi
lain/Polri, :

3 Berdasarkan pemhaha;l dlatas dapat
msm@uikan bahwa

. sAda kemgmau Presiden, Wapres

' ?_} dan APPST unfuk merubsh TAP MFR dan
..mengam&ndemen el n No. 22/1959
‘khususnya yang: menyangkut aspek

keamanan
.. b.. . Ideaini jelas bertentangan dengan

| penmdang—nndangan yang lebih tinggi juga
' “dengan pasal 30 UUD 1945.

“c. Perluupaya-upayayang signifikan
untuk menghambaﬂmengganjal kein gmzm
tersebut :

'_ 4 Sehubungau dengan perrnasa]ahan n:u

disarankan :
a - Seluruh j 3ajaran P{)ln agar beﬁar~

‘benarmemperbaiki Kinerja dan mentalitas

pengabdiannya kepada nmsyamk,at bangsa
dan negara.

b, Kerjasamayang infens denganpam
pakar imtik terus menyuarakan pandangan-
pandangan Polri melalui media massa.

¢ Penggalangan yang kontinyu
kepada DPR, melalui wakil-wakil Polr di
DPR.

d. -Memperbaiki sistem informasi
Polri dan meningkatkan koordinasi dengan
semua instansi samiping dan keatas.

e.. Menyatukan persepsi dan
interpretasi tentang aspek keamanan di
kalengan Polri, yaitu sepanjang tidak
menyangkut kedaulatan negara serta
keutuhan wilayah RI, maka tetap menjadi
porsi Polr.
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